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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

didaftarkan secara e-court, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten

Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memilih domisili

elektronik dengan alamat e-mail
] disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Magetan, Umur 49 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat
tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor
10/Pdt.G/2025/PA Klg, tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ~melangsungkan

perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 12
Pebruari 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX,
tertanggal XX Pebruari 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Denpasar di tempat kos-kosan kemudian pindah ke Kabupaten Klungkung
sampai dengan sekarang dan menjadi tempat tinggal terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK 1, NIK XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada
tanggal XX November 20XX; (umur 17 tahun);

3.2 ANAK 2, NIK XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada
tanggal, XX September 20XX, (umur 13 tahun);

3.3 ANAK 3, NIK XXXXXXXXXXX perempuan, lahir pada
tanggal, XX Desember 20XX, (umur 8 tahun) dan saat ini dalam asuhan
Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 Tergugat tidak pernah menghiraukan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

4.2 Tergugat sudah 7 tahun tidak pernah memberikan nafkah
bathin;

4.3 Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan terakhir tidak pernah
memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak;

4.4 Tergugat sejak menikah sampai dengan sekarang tidak
pernah membayar mahar perkawinan yang diberikan kepada
Penggugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 29
September 2023 di Klungkung, dimana Tergugat pergi dari kediaman
bersama dan saat ini Tergugat tinggal di kontrakan atau Kos di Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan
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Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan
kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena
Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap
Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat
dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud
dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih
baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai
dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Klungkung Cqg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan
hukum yang berlaku;
Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan
yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir, namun Hakim telah berupaya secara maksimal
menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun
upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk
menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,
Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XX Februari 20XX, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Klungkung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
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serta telah dicocokkak dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian
diparaf dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/20XX,
tanggal XX Pebruari 20XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa
Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian
diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat,
karena saksi adalah teman Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang sah;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, hamun sejak 2 (dua) tahun yang lalu
antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar
Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat
Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak
perduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga,
bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
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- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana
layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar
rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat,
karena saksi adalah karyawan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang sah;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat
sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak saksi bekerja dengan Penggugat, rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan saling tidak bertegur sapa;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat
bersikap cuek tidak mau membantu Penggugat berjualan dan tidak
bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya,
bahkan sekarang Tergugat telah memiliki istri yang lain, saksi pernah
diperkenalkan oleh Tergugat kepada istrinya yang baru tersebut;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana
layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar
rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku
sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian
mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan
putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2)
angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini,
karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak
pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut
tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan
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perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan
proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, namun karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap ke
persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan,
namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat
kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 154
R.Bg., namun upaya tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei
2025, Penggugat mengemukakan dalil-dalii dan/atau alasan-alasan
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya
Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat
dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Klungkung, dengan alasan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana
disebutkan dalam pokok gugatan ini;
Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala
dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat
tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan
Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur
sebagaimana pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz Il halaman
405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara a quo, sebagai
berikut:
o 55 pllb 569 iy pls roluwall 15> o pS I E5 (o

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian
ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara a quo
merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan  dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam
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B4

penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
juncto Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah
dicap pos (nazegelen), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5
huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentutan Pasal 1888
KUHPerdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Klungkung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Klungkung
berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto
Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan
pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat,
sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto Pasal 8 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan
bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing dimana keduanya merupakan orang-
orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar
kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
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Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak
dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175
R.Bg., serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan
mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., serta
saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dimana antara
keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling
berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg. juncto
1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan
dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan
sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-
saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar
keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari
rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari
proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan

fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri
yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan hingga berpisah tempat tinggal;

4, Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung
jawab terhadap nafkah keluarga dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
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6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana
layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa kedua saksi sudah berupaya agar Penggugat dapat
rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di
atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara
Penggugat dengan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (broken marriage),
karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan
keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak
pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini
Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali bersama Tergugat sebagaimana
layaknya suami-istri, padahal selain upaya dari pihak keluarga atau orang dekat
para pihak, Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian
secara maksimal kepada Penggugat sampai dengan sebelum perkara diputus,
dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi diantara
Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan
juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena
memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun
kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat
tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil
atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149
R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat
dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama
Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Hapsah, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag.,
M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik

tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim,

Hapsah, S.H.l.

Panitera Sidang,

Ainiah Husnawati, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp 48.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp  20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp_ 10.000,00

Jumlah : Rp 168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
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